
PERA TURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 

NOMOR: 9 TAHUN 2005 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN TASIKMALAYA 
TAHUN ANGGARAN 2004 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA 

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2004 
perlu dilakukan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah; 

Mengingat 

b. bahwa hasil pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada hurup a, perlu 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a 
dan b diatas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam 
Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat 
(Berita Negara Tahun 1950); 

2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 
68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312 ) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran 

. Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3569); 

3. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4048); 

4. Undang - undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak 
Atas Tanah dan Bangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 20 Tahun 
2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3988) ; 

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara 
yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3851); 

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 



2 

7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 ); 

8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 

9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4437); 

10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 ); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 4021), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 
2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan 
dan Pertanggung lawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4022 ); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024 ) ; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara 
Pertanggung lawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4027 ); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4028) ; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ; 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ; 

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang 
Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan 
Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha 
Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2003 
tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya ; 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2003 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ; 

21 . Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2004 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun Anggaran 2004; 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2004 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2004; 
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Dengan persetujuan Bersama 

DEWAN PERW AKILAN RAKYAT DAERAH KABUP ATEN T ASIKMALA Y A 
dan 

Menetapkan 

BUPATI TASIKMALA Y A 

MEMUTUSKAN: 

PERA TURAN DAERAH KABUPATEN T ASIKMALA Y A TENT ANG 
PERTANGGUNGJA WABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 
TASIKMALA YA TAHUN ANGGARAN 2004. 

Pasall 
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun Anggaran 2004 sebagai berikut: 

a Pendapatan 
b Belanja 

Surplus 
c Pembiayaan 

Rp 
Rp 

515.451. 720.637,16 
501.801.907.735,41 

-Penerimaan Rp 123.233.112.243,78 
-Pengeluaran Rp 66.494.422 .694,88 
Surplus 
Sisa Perhitungan Murni Tahun 
Anggaran 2004 
Saldo Kas Dana Cadangan 
Saldo Total Kas Tahun Anggaran 2004 

Pasal2 

Rp 13.649.812.901 ,75 

Rp 56.738.689.548,90 

Rp 70.388.502.450,65 
Rp 32.152.348.000,00 
Rp 102.540.850.450,65 

(1). Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah 
Rp.22.311.440.268,12 dengan rincian sebagai berikut : 

a Anggaran pendapatan setelah perubahan 
b Realisasi 

Selisih lebih / (kurang) 

Rp 493.140.280.369,04 
Rp 515.451.720.637,16 
Rp 22.311.440.268,12 

(2). Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah 
Rp.50.047.238.592,41 dengan rincian sebagai berikut : 

a Anggaran belanja setelah perubahan 
b Realisasi 

Selisih lebih / (kurang) 

Rp 551.849.146.327,82 
Rp 501.801.907.735,41 
Rp (50.047.238.592,41) 

(3). Selisih anggaran dengan realisasi surplus / defisit sejumlah 
Rp.72.358.678.860,53 dengan rincian sebagai berikut : 

a Defisit Setelah Perubahan .............. . ... Rp (58.708.865 .958,78) 
b Realisasi Surplus .... . . ... . . ........ .. . ..... Rp 13.649.812.901 ,75 

Selisih lebih / (kurang)..................... Rp 72.358.678.860,53 
(4). Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah 

Rp.l.970.176.409,88 dengan rincian sebagai berikut : 

a Penerimaan 
1). Setelah perubahan . .. . . ..... . .. ........... . Rp 122.190.732.958,78 
2). Realisasi . . .. . . ........ . .......... . ... .. . .. . . Rp 123.233.112.243,78 
Selisih lebih / (kurang) Rp (1.042.379.285,00) 
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b Pengeluaran 
1). Setelah perubahan . . ... .. . . .. .. . . . . . . . . . . . . Rp 63.481.867.000,00 
2). Realisasi . . . . . . .. .. . .. . . . . ...... .. . . . .. . . . .. . Rp 66.494.422.694,88 
Selisih lebih / (kurang) Rp (3.012.555.694,88) 

Pasal 3 
(1) . Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 

dalam Pasal 1, posisi keuangan yang dituangkan dalam Neraca Daerah 
sebagai berikut : 

a Jumlah Aktiva . . ....... ....... ... . .. . ... . . . .. . Rp. 1.067.970.127.093 ,37 
b Jumlah Utang . . .. . .. . .. . .. ... . .. . .. . . . . .. . .... . Rp. 11 .357.756,00 
c Jumlah Ekuitas Dana . .. .... . ..... . . . . . . . . . . . Rp. 1.067.958.769.337,37 

(2). Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1, yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas 
sejumlah Rp. 102.540.850.450,65 dengan rincian berikut : 

a Saldo Kas 1 Januari Rp 73.711.213.958,78 
2004 

b Jumlah Penerimaan Rp 564.973 .618 .922,16 
Kas 

Rp 638.684.832.880,94 
c Jumlah Pengeluaran Rp 571.024.544.654,29 

Kas 
Saldo Kas Murni 31 Rp 67.660.288.226,65 
Desember 2004 

d Saldo Kas Dana Rp 32.152.348.000,00 
Cadangan 

e Saldo Total Kas 31 Rp 99.812.636.226,65 
Desember 2004 

f Sisa Kas pada PK 
Unit Kerja Rp 2.728.214.224200 
Saldo Total Kas 
Tahun Anggaran Rp 102.540.850.450,65 
2004 ... . . .. . .. 

Pasal 4 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2004 dijelaskan lebih 
lanjut tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu : 

1. Lampiran I 

2. Lampiran II 

3. Lampiran III 
4. Lampiran IV 

Laporan Realisasi / Perhitungan APBD 

Nota Perhitungan APBD 

Laporan Aliran Kas 

Neraca Daerah 

Pasal 5 
Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut pada Pasal 4 merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini . 
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Pasal6 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tang gal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya. 

Diundangkan di Tasikmalaya 
pada tanggal 22 Juni 2005 

Pit. SEKRET ARIS DAERAH KABUPATEN 
TAS ALAYA 

H. ENDANG KUSAENI 
NIP. 480 064 489 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKALAYA 
T AHUN 2005· NOMOR ... .:15 ............ . 

Ditetapkan di : Tasikmalaya 
pada tanggal : 21 Juni 2005 

ATI TASIKMt YA 

ULHAKIM 
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